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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2O1O

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

20Og tentang pajif Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu

mengadakan 
- pengaturan dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan

semangat Otonomi Daerah;

bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H'M'

Djafar Harun ."rrpalian salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan

dan pembinaan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara;

bahwa untuk maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan

dengan peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Tarif

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negari Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3ae5);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Bomba-na, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negira Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali ierakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Ferubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

ZOO4 pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perirnbangan Keuangan

antara-Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

t1egarJRepublik lndonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5060);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Oaerin (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembara-n Negara Republik lndonesia Nomor

50ae);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Ta6un 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik .lndonesia Nomor

4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemeritah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara lndonesia

Nomor 4737 ),

'10. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan

Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota

Keluarganya ;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Menkes/Sl0ll/87 tentang pola

Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menetapkan

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAIG UTAM TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Kotaka Utara.

Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang dlsjlgkatlispenda Kabupaten

Kolaka tJtara adalan Unsur Pelaksana Pernerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah,

B.

9.
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4.

5.



6.

7.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka utara'

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, perseioin t.inny", Badan Usina-Utilik Negara atau Daerah dengan nama

dan dalam Oentuf ap"pun, persekutuan, perkumpu.lan, firma, kongsi' koperasi' yayasan

atau organisasi yang sejenis, l,embag",'d"n" pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk

badan usaha lainnYa.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan..pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada ,"r"or"ni dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan

kesehatan lainnya.

Rumah Sakit adalah suatu bagian integral dari organisasi sosial dan medis yang berfungsi

memberikan pelayanan kesehltan yarig lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun

rehabilitatif, dimana pelayananny" r"n]"ng["u'keluarga dan lingkungar'r dan merupakan

pusat untuk latihan tenaga kesehatan serta untuk penilaian biososial'

perayanan Kesehatan Dasar adarah perayanan keperawatan tingkat dasar adalah

pelayanan keperawatan tingkat dasar'yaitu rawat jalan, rawat il"p dan perawatan

komunitas lainnya meliputi upaya keperawatan kesehatan masyarakat, memelihara lan
meningkat kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan

penyakit dan pemulihan kesehatan

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis'

pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya'

Pelayanan Rawat lnap adalah pelayanan pada 
^pasien 

untuk observasi, perawatan,

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati

tempat tidur.

pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yan.g harus

diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan i"gLt"n pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada

r..yarai'"i sebagai i]t'b.lrn atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.

1S. JasaTempat tidur adalah tempat yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap pada

rumah sakit.

16. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk menilai kemajuan kesehatan penderita yang

dirawatb di RSUD H. M. Djafar Harun dalam jam kerja'

permohonan pemeriksaan spesialis dan atau pengobatan

satu bagian kepada dokter dibagian lain demi untuk

Rujukan Penderita, adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus

menyerahkan pengobatan dan atau perawaian serta penanganan selanjutnya oleh

dokter/dokter speJialis kepada dokter spesialis lainnya demi untuk kepentingan

penyembuhan penderita yang selain berlangsung antara bidang spesialisasi di RSUD H'

M. O1ut"t Harun dapat puia b-rasal dari pelayanan kesehatan lainnya'

Jasa Sarana, adalah imbalan yang diterima oleh RSUD H' M' Djafar Harun . atas

pemakaian sarana dan fasilitas, na-nan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan

habis pakai oasar 
-y"ng 

digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya'

Jasa Pelayanan, adalah imbalan oleh Pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien

dalam rangka ooservasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan

lainnya.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

Konsultasi Penderita, adalah
yang dilakukan oleh dokter
penyembuhan PenYakit.

19.

20.



21.

22.

23.

Rehabiritasi Medik adarah perayanan yang diberikan oreh unit rehabilitasi medik dalam

bentuk pelayanan tisioterapi, teiapi okupat]onal, terapi wicara,ortetilcprostetik, bimbingan

sosial medik dan jasa Psikologi.

Tindakan Medik dan Terapi, adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan

menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya'

Penunjang Diagnostik, adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan

diagnosa.

Bahan dan Alat, adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan ra.diologi dan bahan

lainnya untuk digunakan tangsun! dalam. rangka observasi, pengdbatan' perawatan

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya'

Perawatan Jenazah, adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh RSUD H' M'

Djafar Harun untuk kepentingan pelayanan kbsehatan dan pemakaman, bukan untuk

kepentingan peradilan

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan'

Persalinan, adalah proses lahirnya bayi cukup bulan baik spontan maupun disertai

penyakit yang memerlukan tindakan medis'

penjamin, adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan

kesehatan dari seorang yang menjadi tanggungannya'

Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidal< mampu se€ra ekonomi baik dari segi

makanin, menyekolahkan anak dan pemeliharaan kesehatan.

Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau dberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingin dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk

pemungut atau pemotongan retribusi tertentu'

surat Pendaftaran obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya.d.isingkat sPoRD adalah

Surat yang diperJrn.xln oleh wajib retribusi iebigai dasar perhitungan dan pembayaran

retribusi yang terii"ng r"nrrut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah'

surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan Reiribusi yang menentukan-beslrnya jumlah pokok retribusi yang terutang'

surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang seranjutnya disingkat SKRDKB

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi ySng terutang, jumlah

kredit retribusi, jumlah kikurangan pembayaian- pokok retribusi, besarnya sanksi

administratif dan jumlah yang masih harus dibayar'

surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB

adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah teteoinan pembayaran retribusi karena

jumlah kreclit retribusi t'euin uesar dari jada retribusi yang terutang atau yang tidak

seharusnya terutang'

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKRDKBT, adalah surat keputusan yanJ msnentukan tambahan atas jumlah retribusi

yang ditetaPkan.

surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau ianksi abministratif berupa bunga dan atau denda'
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28.
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33.
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3g. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT

yang diajukan oleh Wajib Retribusi"

39. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan.dan mengolah

data dan atau keterangai lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban

daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah'

40. penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilaiukan oleh penyidik Pegawai-Negeri'Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, ylng dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

di bidang Perpajakin Daerah yang terjaOi dan menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut retribtsi-sebagai pembayaran atas

jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. M' Djafar.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah H.M Jafar Harun.

(2) Di kecualikan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. pelayanan pendaftaran;
b. pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan) dan perawatan kelas lll.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan di

Rumah Sakit Umum Daerah H. M. Djafar Harun dari Pemerintah Daerah-

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum di Rumah Sakit Umum Daerah H. M.

Djafar Harun termasuk di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUK:UR TINGK.AT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada masyarakat.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7



(l) prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan

dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas

pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. Pemakaian sarana dan Prasarana ;

b. Jasa pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR D,AN BES/ARNYA TARIF

Pasal B

(l) Struktur dan besarnya tarif Retribusi berdasarkan klasifikasi dan frekuensi jenis pelayanan

kesehatan yang diberikan.

(Z) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana

dimaksud pada (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan.

BAB VII

KETENTUAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ditinjau kembali paling

lama 3 (tiga) tahun sekali,

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB VIII

WII-AYAH PEMUF.IGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di RSUD H. M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara'

BAB VIX

TATA CARA FEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pembayaran retribusi terhutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang .

(2) SKRD,SKRDKB,SKRDKBT,STRD, Surat Keputusan Pembentulan,surat Keputusan

Keberatan dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar

bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkannya tersebut di atas

(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

dapat rnemberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda

pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) setiap bulan.



(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur

dengan Peraturan BuPati'

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan'

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

karcis, kuPon dan kartu langganan

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar

dikenakan sanksi administratii Liup" bunga 2o/o idua persen) setiap bulan dari retribusi

yang terutang yang tidak atau rri"n'g dibayir dan ditagih dengan menggunakan STRD

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pasal 3 didahului dengan surat

teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan rertibusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD'

BAB XII

SANKST ADMINTSTR.ATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepa! pada, waktunya atau kurang membayar,

dikenakan sanksi administratif berupa Olnga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari

retribusi yang terutang atau di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD'

BAB XIII

rATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB,SKRDKBT,STRD, Surat Keputusan

Keberatan orn k.p'rtusan nanJing yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada

waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) penagihan retribusi dengan surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 16

(l) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampauijangka

waktu s ttigaj ithun terhituig sejar saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi

melakukanlindat< pidana dibidang retribusi'
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(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud ayat (1) tertangguh' apabila :

a.diterbitkanSuratTegurandanSuratPaksa,atau
b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung iejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut'

(4) pengakuan utang retribusi Derah secara langsung adalah wajjb retribusi Daerah dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi daerah dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) pengakuan utang retribusi Daerah secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaian dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi Daerah.

(6) piutang Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan'

(7) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang

sudah kedaluwarsa.

(g) Tata cara penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 17

(1) piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kedaluwarsa tidak dapat ditagih'

(2) penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan BuPati.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 18

pengawasan terhadap pelaksanaan Pcraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar

pencaPaian kenerja tertentu.

(2) pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pandapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati'
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BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai p"nllOit untuk melakukan penyiOit an tindak pidana dibidang Retribusi

Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lbporan berkenaan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
mengenai orang Pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak Pidana

Retribusi Daerah;
c. Meminta feteranian dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan

tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bukti

tersebut;
e. Melakukan penggeledaan untuk mendapat bahan bukti serta pembukaan, pencatatan,

dan dokumen-06[umen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f . Meminta bantuan tenaga ahli dalam r"ngka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana

dibidang Retribusi daerah;
g. tvtenyurih berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atatt tempat pada saat
- pemlriksaan sedang berlarigsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen

yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret s"r"ot"ig yang diberikan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang ,;-1trL iid"ng"r keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
j. Menghentikan PenYidik; dan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidng

Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

L penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyamfaiXan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan

ketentuan y.nt oirtur dalam'undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

BAB XIX

I(ETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Peraturan

Daerah ini sehinilr"r"rugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) butan atau fiioana oeida pating blnyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak

atau kurang bayar.

Hal-hal yang belum
pelaksanaannya akan

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerinta.hkan pengudangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara'

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 9 ryusha.' 2010

Diundangkan di Lasusua

'k

.'\

L '.-'

LEMBARAN

i,

ii

il

AH KABUPATEN KOLAKA UTARA

KOLAKA UTARA TAHUN 2O1O NOMOR 3

'l

ilaot
DAERAH KABUPATEN

l0



LAMPIRAN PERDANO. TAHUN 2O1O

TENTANG TARIF RETRIBUSI PETAYANAN KESEHATAN



Jenis Retribusi



- Monitor PeE!!!Q! dells11 tlrc
- Perawatan

- Aff Drain

- Klisma l

- Pemberian sitostauka

- Pembuaban asuhan

ge!!9!C.?@Jat-em?'Bcd4t

Polos
film 35 x 35 cm

----
film 35 x 40 cm
film 24 x 30 cm
film 18 x 24 cm

L_folqpqlgqsisi _3fffi-t;a;A' ni;;tiS' gt a- -a"l.lt+L.

_ q. qCq g'-!9elJ,'19!!9.[an !r19
L Figlolgglafi

- z.9y$qgrjf
3_. Urehrografi
4._ UretrocistggraI
5. ryP

_6. Colon In _19-oP _--z-g1.sggrrn :
9. Histerosalfingografi

- l.Ugqgie€ ,-

--2.U99-,QgPlet- ,-

_ lTsare_QrqigeLa!
_ d,lu1!_u599py, __

2-.1a&e9ttyP-
4!e1n!Qlos! _
1. Darah ruUn

_,__1._LeUkos'l
4. Eritrosit

5. Haematokrit
- - 7. Retikrlosit

8. LED
g. rromooiir
!!i{eKu pe4eletr!
11.WaKu



l4.Protorombin time -l5.Fibrinoqen
l6.Golongan DaEh qe! Rlt

12_.U9!_
18.MCV

- b. Urinalis
1. Urine ruUn

3. Tes Kehamilan

7 Protein Total
- l--Aqullql"l"f -

_17_ Trgllg:rida
18 LDH

19 CK

_ 20 _CK-MB
21 Asam Urat
2t-Elekboloit

_ Imunosergloal -1 Widal
2--!!14e-
3 Anti HBS

4 AnU HVC

5 VDRL

6 ASTO

7 DHF Ls M ( RaPiU
s qHF LnG (8?9d,)

_ _e _$! HIy
tQ Mqlg4e-B?P|C

U__re*L8ep"ro ) _

Cainn fubuh _-
1 tutaligs Sperma

2 Cairan Pleure

3 Giran Asites
4 Cairan Otak

Cairan Sendi

1 STA
2 rrA
3 trfA Hansen
4 Gram

- Mornn

,-rnete aiii ,
1 Jamur

- - Jarnur-Kuku

VII. REHABIUTASI MEDIK

1 Tnksi
2 Short wafe diathermi

_ o_ Iq!9!_fe1ensi_-,,. -,
7 Tens

-to &at&!@&Jiala&t

9 Globulin
10 SGOT

11 SGFr
12 Alkali Phospat
13 Gamma GT
4 Kolesterol Total

15 Kolesterol HDL

15 Kolesterol LDL

4.

- Walker



VIII. PEMULASARAN JENAZAH

1 Perawatan Jenazah ( Mandi + Kain Kapan Jenazah )

IX. PEIAYAilAAI KESEHATAN IAIII

1 Blanko CM S€t

,_ 2 Keperluan KlelrnlFqpn:i
3 Surat Kelqry4gqr Istr?hat

____s__fS!eG!CS! .Qruqme
__!,fgerelgq'r (gllaJian

. ,, , 7__.Keterangan Cu-ti

, 8 _Ket. Melakukqn Peneletian
9 SKBS Umum
10 s{qlJ
11 Surat Ket. Visum et Revertum

fumanfaatan srana dan Prasrana

PeneliUan Paket
Parkir Roda 2 ( Dua )
?cBiL8@?j(Emp?l)

Peraturan Bupati

200,000

$Jqq



I Trvpqq
- Pararel baru

__-_!Etis rrqqg__
__ - l-iand_y.9p[grn9@

- Aerosol ter

1 Gizi
2 Jiwa

_ s_lq9pro_L.O41._

II. PEMULASARAN JENAZAH

1 Perawatan Jenazah ( Mandi + Kain Kapan Jenazah )

, ? lgytrnpe1qL1_l-leiL
_ l-tensegqtaq/fq!.t,ku_f, iq1fnati[

_ __ _4 Autopsi_,

___l lelgu[rrqn __
TK, PEI-AYAT(AI{ KESEHATAN T.AIN

1 Blanko CM Set
Asuransi

_ _ _3_ -sq{f.eEE!9i!_lstreh?!4 Keterangan Lahir
5 Keter

_ _6 _ KgeglSe!_Iernelat
J KeterangarlCuti

q_ XgL MeQ-kukan -Peneletian9 SKBS Umum
lo sreN
ti Surat Xet, ViJum et Revertum

Psmanfaatan ltitrana dan Prasrana

|{U /9alct
PeneliUan Paket

r.ertrllqdruAl
PedgrSde__4__( &tp4 ) __

150,000

BUPATI KOI-AKA UTAM,

RUSDA MAHMUD


